PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN
MELALUI PENYEDIA BERDASARKAN PERKA LKPP NOMOR 9 TAHUN 2018
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1. Pendahuluan

Adanya perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang dan Jasa
setidaknya akan memunculkan gagasan, ide atau perubahan untuk memberikan
kemudahan termasuk penyederhanaan terhadap tugas dan tanggung jawab. Sejatinya
tugas pengadaan barang dan jasa ini menjadikan masalah tersendiri bagi Pemerintah
Daerah, karena banyaknya persoalan yang berawal dari pengadaan barang dan jasa
bahkan bisa menjadi sumber korupsi'.

Korupsi di lingkup pemerintahan ternyata paling banyak terjadi melalui
pengadaan barang dan jasa. Data KPK menyebut ada 80% terkait pengadaan barang dan
jasa. Pimpinan KPK Alexander Marwata menyebut awalnya dari pengadaan barang dan
jasa ini dimulai dari perencanaan proyek pesanan. "Secara umum kan pengadaan barang
dan jasa 80%, pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan adanya proyek-
proyek yang pesan atau usulan, bukan dari usulan masyarakat tapi usulan pengusaha,"
ungkap Alexander di Gedung Negara Grahadi Surabaya®.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri
mengungkap celah oknum untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

"Korupsi pengadaan barang dan jasa diawali perencanaan dan penganggaran. Jadi

! Hittps://Www.Tangerangnet. Com/2019/01/Gubernur-Persoalan-Pengadaan-Barang-Dan. Html;
2 Https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur/D-4448060/K pk-Sebut-80-Korupsi-Terkait-Pengadaan-Barang-Dan-
Jasa;
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penganggaran sudah dikapling-kapling, sekian jatah buat pihak tertentu," ujar Febri, di
Hotel Swiss-Bel Kalibata, Jakarta®.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan
yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA.* Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan

yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan’.

2. Permasalahan
Berdasarkan kondisi tersebut diatas, Permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan
hukum ini adalah, bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah yang dilaksanakan melalui penyedia?

3. Pembahasan
Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja
Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK
dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)® .
Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi

persiapan Pengadaan Barang/Jasa;

o ®

persiapan Pemilihan Penyedia;

pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;

e o

pelaksanaan Pemilihan Penyedia selainTender/Seleksi;

o

pelaksanaan Kontrak; dan

)

serah terima hasil pekerjaan’

3 Https://Nasional. Kompas.Com/Read/2017/09/28/19204361/Ini-Celah-Kecurangan-Pengadaan-Barang-Dan-Jasa-
Yang-Berpotensi-Korupsi?Page=All;

4Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

SLampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

®Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

7 Pasal 2 Peraturan Kepala Lkperpresnomor 9 Tahun 2018;
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Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan
persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan
Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan®.

1. Tahap Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau

RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD’. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan: menetapkan harga perkiaraan sendiri

(HPS), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan/atau

menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, sertifikasi garansi,

dan/atau penyesuaian harga'®. Secara ringkas, persiapan Pengadaan Barang/Jasa

dijelaskan dalam bagan alur berikut:

RKA. Dokumen Reviu Spesifikasi Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK
Perencanaan Pengadaan Teknis/KAK dan Konsolidasi

Penetapan HPS Penyusunan Dokumen Persiapan
Rancangan Kontrak Pengadaan

Gambar 2 Bagan Alur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

a) Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga

barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK''. dalam Pasal 26 Peraturan Peresiden (PP)

nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan

bahwa:

1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan datayang dapat
dipertanggungjawabkan.

2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead
cost);

3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;

8Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Lampiranperaturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

10 Pasal 25 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

'! Pasal 1 Angka 33 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan
Nilai (PPN);

5) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau
kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran
yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, dan
dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran
yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS;

6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara;

7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu
Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing,
dan Tender pekerjaan terintegrasi; dan

8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas
akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;
atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi'?.

b) Menetapkan rancangan kontrak

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah

perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau

pelaksana Swakelola'’. Dalam pasal 27 PP Nomor 16 Tahun 2018, menyebutkan
jenis kotrak dibagi berdasarkan dua kategori, yaitu:

1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri
atas: Lumsum; Harga Satuan; Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; Terima
Jadi (Turnkey); dan Kontrak Payung'*; dan

2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas Lumsum; Waktu
Penugasan; dan Kontrak Payung'”.

Dalam pasal 28 PP Nomor 16 Tahun 2018, Bentuk Kontrak terdiri atas

1) bukti pembelian/pembayaran;

2) kuitansi;

3) Surat Perintah Kerja (SPK);

4) surat perjanjian; dan

5) surat pesanan.'®

12 Pasal 26 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13 Pasal 1 Angka 44 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14 Pasal 27 Angka 1 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15 Pasal 27 Angka 2 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16 Pasal 28 Angka 2 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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c) Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) menggunakan produk dalam negeri;
2) menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
3) memaksimalkan Penggunaan Produk Industri hijau.'” Selanjutnya Dalam
penyusunan spesifikasi teknis/K AK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
a) komponen barang dan jasa;
b) suku cadang;
c) bagian dari sutu sistem yang sudah ada;
d) barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e) barang/jasa dalam tender cepat.'®
Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf' b
dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi'’.
d) Menetapkan Uang Muka menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan
pelaksanaan, sertifikasi garansi, dan/atau penyesuaian harga
1) Uang muka
Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan®’. Uang
muka sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;
a) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
b) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-
kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
¢) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak
Tahun Jamak?'.
2) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia

17 Pasal 19 Angka 1 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18 Pasal 19 Angka 2 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19 Pasal 19 Angka 3 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20 Pasal 29 Angka 1 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2! Pasal 29 Angka 2 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia®.
a) Jaminan Penawaran;

Jaminan Penawaran diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)®. Jaminan Penawaran

sebagaimana dimaksud besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga

persen) dari nilai total HPS**
b) Jaminan Sanggah Banding;

Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)

besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS®.

¢) Jaminan Pelaksanaan;

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*®. Besaran nilai Jaminan

Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1) untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen)
sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.*’

2) untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen)
dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
total HPS?®.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan

Konstruksi®’,

d) Jaminan Uang Muka; dan
Jaminan Uang Muka sebagaimana diserahkan Penyedia kepada PPK senilai

uang muka®’. Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud bertahap

22 Pasal 1 Angka 48 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23 Pasal 31 Angka 1 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24 Pasal 31 Angka 2 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25 Pasal 32 Angka 1 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26 Pasal 33 Angka 1 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27 Pasal 33 Angka 3 Huruf A PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28 Pasal 33 Angka 3 Huruf B PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29 Pasal 33 Angka 5 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30 Pasal 34 Angka 1 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima®'.
e) Jaminan Pemeliharaan®.
Jaminan Pemeliharaan diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa
Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia
menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional
Hand Over)**. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari
kerja setelah masa pemeliharaan selesai*’. Besaran nilai Jaminan
Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak™.
Jaminan sebagaimana dimaksud dapat berupa bank garansi atau surety bond**.
Bahwa Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud harus bersfiat:
a) tidak bersyarat;
b) mudah dicairkan; dan
¢) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang
diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima®’.
2. Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Bagian Persiapan Pemilihan Penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan Penyedia
yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Secara ringkas, pelaksanaan persiapan

pemilihan Penyedia dijelaskan dalam bagan alur berikut®®.

A/

31 Pasal 34 Angka 1 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

32 Pasal 34 Angka 2 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

33 Pasal 35 Angka 1 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

34 Pasal 35 Angka 2 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

35 Pasal 35 Angka 3 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

36 Pasal 30 Angka 3 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

37 Pasal 30 Angka 4 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

38Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a) E-purchasing;
E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
sudah tercantum dalam katalog elektronik*’.
b) Pengadaan Langsung;
Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*.
¢) Penunjukan Langsung;
Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dalam keadaan tertentu*'.
d) Tender Cepat;
Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:
1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
2) Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia*.
e) Tender®.
Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat'’. Dalam hal terdapat
keragaman item, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima, keterbatasan
kapasitas dari Pelaku Usaha sebagai akibat dari konsolidasi maka Pokja Pemilihan
dapat menetapkan metode Tender itemized. Pada Tender itemized peserta
pemilihan dapat menawarkan satu/beberapa/seluruh item barang/jasa yang
ditenderkan, dan Pokja Pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang
pemilihan/Penyedia.*
Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:
a) PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b) Pejabat Pengadaan melaksanakan:

39 Pasal 38 Angka 2 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

40 Pasal 38 Angka 3 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

41 Pasal 38 Angka 4 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

42 Pasal 38 Angka 6 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

43 Pasal 38 Angka 1 Perpres16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

44Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

4SLampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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1. E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah); dan
2. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
c) Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan
Langsung;
d) Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP
terkait Pengadaan Khusus*’.
3. Tahap Pelaksanaan Kontrak
Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat
dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan*’. Secara ringkas, pelaksanaan
Kontrak meliputi:
a) Penetapan SPPBJ
Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas
laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk
memastikan:
1) bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur
yang ditetapkan; dan
2) bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak*®,
b) Penandatanganan Kontrak
Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam
hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak
mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif*’
c) Penyerahan Lokasi Kerja
Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja

kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan

46Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
4TLampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
4Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
49Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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d)

peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam
Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja®. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak’'.
Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi
kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.™
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa
Konsultansi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. SPMK
diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan
Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. Dalam
SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang
merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan’

sesuai Kontrak.

Pemberian Uang Muka

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.>

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Kontrak. Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diterima. BesarnyaJaminan Uang Muka adalah senilai
uang muka yang diterima Penyedia™.

Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-

angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai

S0Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
S'Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
S2Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
33Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
S4Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
SSLampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat
pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)’®.
f) Penyusunan Program Mutu

Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan

Kontrak, yang paling sedikit berisi:

1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

2) organisasi kerja Penyedia;

3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

4) prosedur pelaksanaan pekerjaan;

5) prosedur instruksi kerja; dan/atau

6) pelaksana kerja.

Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan

kompleksitas pekerjaan’’.

g) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Sebelum melaksanakan Kontrak yang bernilai besar atau kompleks, Pejabat

Penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka

untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak. Rapat tatap

muka harus dilaksanakan secara:

1) formal;

2) agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan

3) para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan
kontrak;>®

Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:

1) reviukontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;

2) pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif
pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

3) reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi
kemajuan pekerjaan;

4) diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;

SLampiranperaturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

S7Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

S8Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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5) Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan
dengan kondisi pekerjaan;

6) melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan
prosedur untuk manajemen perubahan; dan

7) melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan
pekerjaan’’.

h) Mobilisasi

1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan;

2) Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai
dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
a) mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yangdiperlukan dalam

pelaksanaan pekerjaan;
b) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium,
bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

¢) mendatangkan personil.

3) Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
meliputi:
a) mendatangkan tenaga ahli;
b) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
c) menyiapkan peralatan pendukung.

4) Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan®.

i) Pemeriksaan Bersama

1) Apabila diperlukan,pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-
sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran
dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan
dan rencana mata pembayaran;

2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan
PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.

3Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
®0Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak®'.

j) Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak

baik secara langsung atau melalui pihak lain yang  ditunjuk.

Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama oleh:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak;

2) pihak ketiga yang independen;

3) Penyedia; dan/atau

4) pengguna akhir.”

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak tau

terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause

Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk

melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila

Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat

Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai

target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan

pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai
ketentuan yang berlaku®.
k) Inspeksi Pabrikasi

Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan

khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan

dalam Kontrak®.
1) Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output

®Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
©2Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
83 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
®Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan

ketentuan:

1) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak
boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak
termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

3) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau
pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan
diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak.

4) Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk
pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan)dan pajak. Untuk
pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.

5) Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi
bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan
hasil pekerjaan.

6) Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan
diterima/terpasang untuk:

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu
sebelum Barang/Jasa diterima;

b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang; atau

c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat
batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas
pembayaran.

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk
jaminan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara®’.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan
selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam
Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi

¢Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO).
Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang
menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat
dibayarkan dengansyarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan
senilai uang retensi tersebut®.
d) Perubahan Kontrak
Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak
diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey)®’.
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen
Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan kontrak, yang meliputi:
a) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c¢) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;dan/atau
mengubah jadwal pelaksanaan®®.
Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan
sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud
antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima®.
Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. Perubahan Kontrak tidak dapat
dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat
dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir®.

e) Penyesuaian Harga

®Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

¢’Lampiranperaturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

*8Lampiranperaturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

®Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

7Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk
Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan yang masa pelaksanaan
pekerjaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dengan ketentuan:

1) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga
dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (rancangan Kontrak) dan/atau
perubahan Dokumen Pemilihan, yangselanjutnya dituangkan dalam Kontrak.

2) Persyaratan perhitungan penyesuaian harga;

3) Rumusan penyesuaian nilai kontrak’".

d) Keadaan Kahar

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak

dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan
kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian
para pihak.”

Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh

perbuatan atau kelalaian para pihak. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat

Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya

Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat

14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas

kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar”.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau

dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir. Dalam hal pelaksanaan Kontrak

dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Jangka waktu
penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan
jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu
untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran. Dalam hal
pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah
dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan

prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai’®.,

""Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
72Lampiranperaturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
73Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
74Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan,
maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan
dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi
yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini
harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. Kegagalan salah satu pihak memenuhi
kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak bukan merupakan cidera
janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan kahar”.
Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi
cuaca ekstrim, dan gangguan industry lainnya

e) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Kontrak karena
keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena keadaan
kahar dapat bersifat:
1) sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2) permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan’®.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil
pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit”’.
Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak
yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban
para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat
dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena
pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir

apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada

7SLampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7TLampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang
melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian harga.”
f) Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan

Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan

tertentu. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;

4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelumpenandatangan
Kontrak;

5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

8) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

9) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirny pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

10) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam
Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa
persetujuan pengawas pekerjaan.”

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

78Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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2) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan); dan

3) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam®’.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka PokjaPemilihan dapat

menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau

Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat®'. Penyedia melakukan pemutusan

Kontrak apabila:

1) Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas
pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang
ditentukan dalam Kontrak.

2) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak™.

g) Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan

kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia

mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan
kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi
denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan

dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi

denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan

Pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan kepada Penyedia

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa

berakhirya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia

untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran®.

80Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
81Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
82Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
83Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
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h) Denda dan Ganti Rugi®

1) Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang
berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam
Kontrak.

2) Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

3) Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan
jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

4) Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan
yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume
hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya
sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

5) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Besarnya denda keterlambatan adalah:

a) 1%o (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam
Kontrak; atau
b) 1%o (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

6) Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan;

7) Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak®’.

4. Tahap Serah Terima Pekerjaan
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat
dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
serah terima barang/jasa®®. Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus
persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah

terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut:

84Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

85Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

8 Pasal 57 angka 1 PERPRES16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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b)

d)

g)

h)

3

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan
Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif
terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan

PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif prosespengadaan barang/jasa
sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan,
meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen
perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen
pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya,
dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,
PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan
Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen
administratif.

Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara®’.

87Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
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4. Penutup
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah kelanjutan dari perencanaan
pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Dalam pelaksanaannya
PA/KPA/PPK/Pokja dibantu oleh Tim Teknis, Tim Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung.
PPK juga dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Berikut
Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa melalui
penyedia:
a) Tahap Persiapan Pengadaan, meliputi

1) Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2) Penetapan HPS.

3) Penetapan rancangan kontrak; dan/atau

4) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,jaminan
pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

b) Tahap Persiapan dan Pemilihan Penyedia meliputi

1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja

Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:

a) Penetapan metode pemilihan Penyedia;

b) Penetapan metode Kualifikasi;

¢) Penetapan metode evaluasi penawaran;

d) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
e) Penetapan jadwal pemilihan; dan

f) Penyusunan Dokumen Pemilihan.

2) Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan sesuai metode pemilihan seperti denga e-purchasing, Teder/Seleksi,
Tender Cepat dan Penunjukan Langsung.

c) Tahap Pelaksanaan Kontrak
Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai kententuan yang
termuat dalam Kontrak dan Perturan Perundang-undangan.

d) Tahap Serah Terima Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima
barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap

barang/jasa yang diserahkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
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menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan nilai pagu paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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DAFTAR PUSTAKA
1. Media Online

a) https://www .tangerangnet.com;
b) https://news.detik.com; dan
¢) https://nasional.kompas.com.

2. Peraturan-peraturan
a) Peraturan Peresiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
b) Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Penulis:
Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum
dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan
merupakan pendapat instansi
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